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Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman agama terbesar
di dunia, di mana lebih dari enam agama resmi diakui dan dianut oleh
masyarakat yang tersebar di berbagai pulau dan daerah. Agama bukan hanya
menjadi bagian dari identitas spiritual, tetapi juga terjalin erat dengan
identitas nasional, kehidupan sosial, serta dinamika politik negara ini
(Munandar, 2019; Thaha, Ropi, & Umam, 2024). Sebagai negara dengan
populasi Muslim terbesar di dunia namun tetap mempertahankan pluralitas
agama, Indonesia membangun fondasi kenegaraannya melalui Pancasila
yang menegaskan pentingnya menghormati keberagaman keyakinan (Intan,
2019; Munandar, 2019).

Peran agama dalam masyarakat Indonesia sangatlah multifaset. Di satu
sisi, agama memberikan kontribusi positif dalam memperkuat persatuan
bangsa, memfasilitasi pembangunan sosial, dan memperkuat identitas
nasional melalui nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh berbagai tradisi
keagamaan (Colbran, 2010). Agama juga memainkan peran penting dalam
manajemen lingkungan dan komunikasi pembangunan partisipatif yang
berkelanjutan (Akhda, Trisakti Haryadi, & Andarwati, 2019). Di sisi lain,
agama kerap menjadi sumber ketegangan sosial, diskriminasi, hingga
kekerasan atas nama keyakinan, terutama ketika digunakan sebagai
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instrumen politik atau ketika berkembangnya tafsir keagamaan yang
eksklusif (Colbran, 2010; Hamayotsu, 2014).

Fakta bahwa berbagai wilayah di Indonesia mampu membangun model
toleransi sosial yang kokoh (seperti di Bali dan Lombok Utara) menunjukkan
bahwa pluralitas dapat dikelola dengan baik jika didukung oleh kesadaran
bersama, pemahaman lintas iman, dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan
(Japar, Fadhillah, & Syarifa, 2019). Sementara itu, munculnya konflik-konflik
keagamaan di berbagai daerah juga menjadi pengingat bahwa tanpa upaya
aktif membangun dialog, potensi disintegrasi sosial tetap mengancam
(Hamayotsu, 2014; Suryomenggolo, 2018).

Essay ini berargumen bahwa dalam realitas sosial kontemporer
Indonesia, agama memiliki dua wajah yang paradoksal: di satu sisi berperan
sebagai sumber nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keharmonisan sosial,
namun di sisi lain dapat dijadikan justifikasi bagi tindakan intoleransi,
diskriminasi, bahkan kekerasan atas nama keyakinan. Dualitas ini bukanlah
sifat bawaan dari ajaran agama itu sendiri, melainkan merupakan hasil dari
proses interpretasi yang beragam terhadap teks-teks keagamaan, serta
sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang
membentuk praktik keagamaan di masyarakat. Dengan demikian, wajah
agama yang muncul dalam ruang sosial lebih ditentukan oleh bagaimana
manusia memaknai dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama dalam
kehidupan sehari-hari, bukan oleh teks-teks suci semata.

Untuk mendukung argumen tersebut, essay ini akan dibagi ke dalam
tiga bagian utama. Pertama, essay ini akan membahas bagaimana agama
berperan sebagai sumber toleransi melalui penekanan pada nilai-nilai
universal kemanusiaan, praktik dialog antaragama, dan kontribusi agama
dalam memperkuat kohesi sosial di Indonesia. Kedua, essay ini akan
mengkaji bagaimana agama, dalam konteks tertentu, dapat dijadikan
justifikasi bagi tindakan intoleransi, baik melalui interpretasi eksklusif
terhadap ajaran maupun melalui politisasi agama dalam berbagai konflik
sosial.

Ketiga, essay ini akan menganalisis berbagai faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi munculnya sikap toleransi atau intoleransi
beragama, dengan menggunakan studi kasus dari komunitas lokal seperti

290 |2 kar Tashwirul Afkar Vol. 43 No. 2, 2024



Wahyu Iryana

Kampung Sawah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta dinamika
internal dalam organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama. Dengan pendekatan tersebut, essay ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dialektika toleransi dan
intoleransi agama dalam masyarakat plural Indonesia.

Agama sebagai Sumber Toleransi

Pada hakikatnya, setiap agama di dunia mengajarkan nilai-nilai
kemanusiaan, kasih sayang, dan kedamaian sebagai fondasi moral dan etika
yang membimbing perilaku umatnya. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi inti
ajaran spiritual, tetapi juga membentuk dasar bagi sikap toleransi dan
koeksistensi dalam masyarakat yang majemuk. Dalam tradisi Buddhisme,
misalnya, kasih sayang (compassion) menjadi prinsip mendasar yang
mendorong empati dan dorongan untuk mengurangi penderitaan sesama
(Gabriel, 2008). Demikian pula, dalam ajaran Kristen, kasih sayang dan cinta
tanpa syarat (agape) menjadi pijakan utama dalam hubungan antarmanusia,
sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus dan diwariskan dalam etos
perawatan penuh belas kasih (Gillath, Shaver, & Mikulincer, 2005; Straughair,
2012).

Islam juga menempatkan belas kasih (rahmah) dan perdamaian sebagai
nilai-nilai utama yang melekat pada sifat Tuhan, sebagaimana tercermin
dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW yang mendorong
hidup berdampingan secara damai dan penuh toleransi (Machasin, 2024;
Navvab, 2018). Dalam Hindu dan Jainisme, prinsip ahimsa atau non-
kekerasan menjadi landasan yang menegaskan pentingnya penghormatan
terhadap kehidupan dan perlunya menjaga perdamaian dalam setiap
tindakan (Gabriel, 2008). Melalui berbagai ajaran ini, tampak bahwa
meskipun agama memiliki keragaman teologis dan ritual, semuanya berbagi
nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih, dan perdamaian yang mendorong
terbentuknya masyarakat yang menghargai perbedaan dan menjunjung
tinggi toleransi (Gentry, 2016; Johnson & Tamney, 2019).

Dalam Islam, prinsip Rahmatan lil ‘alamin yang termaktub dalam Al-
Qur’an Surat Al-Anbiya ayat 107, “Dan tidaklah Kami mengutus engkau
(Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta,”
merupakan landasan teologis yang menegaskan bahwa kehadiran Islam di
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dunia bertujuan membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi
seluruh makhluk, bukan hanya untuk umat Islam semata. Konsep ini
mencerminkan dimensi universal dari ajaran Islam yang menolak segala
bentuk kekerasan, diskriminasi, dan kebencian atas dasar perbedaan
keyakinan.

Nilai-nilai toleransi dalam Islam tidak hanya berakar pada teks suci,
tetapi juga terwujud dalam praktik historis Nabi Muhammad SAW yang
membangun masyarakat Madinah berdasarkan Piagam Madinah, sebuah
perjanjian sosial yang menjamin hak hidup dan kebebasan beragama bagi
komunitas Yahudi, Nasrani, dan kelompok lain yang berbeda keyakinan.
Dalam konteks ini, Islam dipahami sebagai agama yang menghargai pluralitas
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh
Machasin (2024), Islam mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan
sebagai bagian dari kehendak Tuhan, serta menyerukan pentingnya hidup
berdampingan secara damai tanpa memaksakan keyakinan kepada orang
lain.

Selain itu, prinsip rahmah atau kasih sayang menjadi pusat ajaran Islam
yang menuntut umatnya untuk memperlakukan sesama dengan kelembutan,
empati, dan penghormatan, termasuk terhadap mereka yang berbeda agama.
Penafsiran Islam yang menekankan dimensi rahmat ini sangat relevan dalam
mendorong budaya toleransi dan perdamaian di tengah masyarakat
multikultural seperti Indonesia. Sayangnya, seperti yang disoroti oleh
Yazdani (2020), potensi luhur ajaran ini sering terdistorsi ketika muncul
pemahaman yang sempit dan eksklusif, sehingga menimbulkan ketegangan
sosial yang bertentangan dengan pesan perdamaian yang dibawa oleh Islam.

Dalam tradisi Kristen, salah satu nilai inti yang menjadi landasan moral
dan etika umatnya adalah konsep agape, yaitu cinta kasih tanpa syarat yang
melampaui batasan ras, agama, dan status sosial. Agape dipahami sebagai
kasih ilahi yang tidak menuntut balasan, sebuah bentuk cinta yang tulus yang
mengarahkan manusia untuk mengasihi sesama tanpa diskriminasi,
sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus dalam berbagai ajaran dan
perumpamaan di dalam Injil. Ajaran ini tercermin dalam sabda Yesus:
“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Markus 12:31), yang
menempatkan kasih sebagai prinsip tertinggi dalam kehidupan beragama
dan sosial.
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Cinta kasih dalam ajaran Kristen bukan hanya bersifat individual, tetapi
juga berdimensi sosial. la mendorong terciptanya relasi yang harmonis
antarmanusia dengan mengedepankan sikap empati, pengampunan, dan
keadilan. Seperti yang diuraikan oleh Straughair (2012) dalam konteks etika
keperawatan, prinsip kasih yang mendalam ini mendorong manusia untuk
merawat, membantu, dan menunjukkan solidaritas kepada siapa saja, tanpa
memandang perbedaan keyakinan. Demikian pula, Gillath, Shaver, dan
Mikulincer (2005) menekankan bahwa kasih dalam tradisi Kristen memiliki
keterkaitan erat dengan sikap altruistik dan welas asih yang menjadi dasar
bagi tindakan sosial yang penuh kepedulian.

Penerapan nilai agape dalam kehidupan sosial nyata tampak secara
kuat dalam berbagai inisiatif perdamaian dan rekonsiliasi yang dipelopori
oleh tokoh-tokoh Kristen, salah satunya adalah Desmond Tutu di Afrika
Selatan. Sebagai Ketua Truth and Reconciliation Commission (TRC) yang
dibentuk pada tahun 1995, Desmond Tutu memegang peran sentral dalam
membantu Afrika Selatan bertransisi dari era apartheid menuju masyarakat
yang lebih adil dan damai. Pendekatan TRC yang menempatkan
pengampunan, pengakuan dosa, dan rekonsiliasi di atas pembalasan dan
kebencian mencerminkan nilai kasih Kristen yang menekankan pemulihan
hubungan kemanusiaan (Marquez Beunza, 2014; Meiring, 2022). Melalui
ribuan sidang publik yang disiarkan secara luas, TRC mendorong pelaku
kekerasan untuk mengakui kesalahan mereka dan memberikan ruang bagi
para korban untuk bersuara, dengan tujuan membangun kepercayaan dan
rekonsiliasi nasional (Mussi, 2019; Still, 2018).

Desmond Tutu mengedepankan prinsip ubuntu, yakni keyakinan bahwa
kemanusiaan seseorang terikat pada kemanusiaan orang lain, sehingga
rekonsiliasi hanya dapat dicapai melalui keterbukaan, pengakuan kebenaran,
dan kasih tanpa syarat (Krog, 2008). Konsep ini sejalan dengan ajaran agape
yang menempatkan kasih dan pengampunan di atas dendam dan kekerasan.
Meski demikian, TRC tidak luput dari kritik, di mana sebagian kalangan
menilai bahwa tekanan untuk memaafkan bisa mengabaikan keadilan
retributif yang esensial bagi beberapa korban (Mussi, 2018; Rotberg &
Thompson, 2010). Meskipun menghadapi tantangan, pendekatan ini tetap
menjadi model inspiratif bagi banyak gerakan lintas agama di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia, yang mengedepankan dialog, pengakuan kebenaran,
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dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai jalan menuju
perdamaian berkelanjutan.

Dalam ajaran Hindu dan Buddha, prinsip ahimsa atau non-kekerasan
merupakan inti dari etika dan spiritualitas yang mendasari seluruh tindakan
umatnya. Ahimsa, yang secara harfiah berarti “tidak menyakiti,” mengajarkan
penghormatan mendalam terhadap kehidupan dalam segala bentuknya dan
menjadi fondasi moral untuk mencegah segala bentuk kekerasan, baik dalam
ucapan, tindakan, maupun pikiran (Balcerowicz, 2022). Dalam tradisi Hindu,
nilai ini diangkat sebagai bagian dari dharma atau kewajiban moral yang
mendorong umat untuk hidup selaras dengan alam dan sesama makhluk
hidup, serta dilihat sebagai jalan untuk mencapai moksa atau pembebasan
spiritual (Framarin, 2011; Reznik, Dekhnich, Kutomanov, Maidansky, &
Filatova, 2019). Tokoh seperti Mahatma Gandhi menempatkan ahimsa
sebagai strategi utama perjuangan sosial-politik melalui gerakan satyagraha,
yakni perlawanan tanpa kekerasan yang menolak balas dendam dan
menekankan kasih universal (Lakra, 2024).

Sementara dalam Buddhisme, ahimsa tercermin dalam sila pertama
yang mewajibkan umat untuk menghindari pembunuhan dan menyakiti
makhluk hidup, yang diperluas dalam praktik seperti vegetarianisme dan
perlindungan terhadap semua makhluk (Yew, 2023). Buddhisme
menempatkan non-kekerasan tidak hanya sebagai aturan moral, tetapi
sebagai cara untuk mengurangi penderitaan (dukkha) dan membangun
kebajikan batin. Di sisi lain, dalam Jainisme, ahimsa bahkan diangkat sebagai
prinsip tertinggi yang terintegrasi dengan konsep aparigraha (tidak serakah)
dan anekanta (non-absolutisme), yang bersama-sama membentuk panduan
spiritual yang menuntut penghormatan penuh terhadap kehidupan
(Katarnikar, 2018).

Dalam konteks modern, penerapan ahimsa tidak hanya terbatas pada
praktik keagamaan, melainkan juga diperluas dalam bidang sosial-politik,
lingkungan, dan bahkan dunia bisnis. Konsep ini telah menjadi landasan bagi
gerakan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan hewan, di mana prinsip
ahimsa mendorong gaya hidup vegetarian, pengurangan eksploitasi alam,
dan penghormatan terhadap keberlanjutan ekologis (McLaughlin, 2012; Paul,
2019; Zhou, Zhao, & Zhang, 2014). Bahkan dalam konteks organisasi dan
dunia kerja, ahimsa mulai diterapkan sebagai pendekatan untuk
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menciptakan budaya non-kekerasan, pemberdayaan diri, dan resolusi konflik
secara damai (Sarkar, 2022).

Analisis terhadap nilai-nilai inti dalam ajaran agama menunjukkan
bahwa agama memiliki potensi besar dalam membangun toleransi ketika
ajarannya dipahami dan dipraktikkan secara inklusif dan kontekstual. Nilai-
nilai seperti rahmatan lil ‘alamin, agape, dan ahimsa dapat menjadi sumber
inspirasi moral yang menumbuhkan penghargaan terhadap keberagaman,
memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong penyelesaian konflik melalui
jalan damai. Dalam perspektif teori modal sosial yang dikemukakan oleh
Robert Putnam (2000), agama dapat memperkuat jaringan sosial dan
memperluas kepercayaan lintas kelompok melalui norma-norma bersama
dan aktivitas komunitas yang melibatkan berbagai latar belakang
keagamaan. Modal sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan ini dapat
menciptakan apa yang disebut Putnam sebagai bridging social capital, yaitu
jembatan antar kelompok yang berbeda, bukan hanya ikatan dalam
kelompok yang homogen (bonding social capital).

Dengan demikian, ketika agama dijadikan basis untuk membangun
dialog, kerjasama, dan aksi sosial bersama, ia dapat berfungsi sebagai
kekuatan positif yang mendorong terciptanya masyarakat yang damai,
inklusif, dan toleran. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila ajaran
agama tidak dikerdilkan dalam tafsir literal sempit yang menolak pluralitas,
melainkan dikembangkan dalam kerangka etika kemanusiaan yang
menempatkan penghargaan terhadap martabat setiap individu sebagai
prinsip utama. Di sinilah letak peran krusial para pemuka agama, tokoh
masyarakat, dan institusi keagamaan dalam membentuk pemahaman agama
yang mendorong kohesi sosial dan mencegah munculnya intoleransi. Oleh
karena itu, agama bukan hanya dapat, tetapi harus, diaktualisasikan sebagai
kekuatan sosial yang mencerahkan dan menumbuhkan toleransi dalam
kehidupan bermasyarakat.

Agama sebagai Justifikasi Intoleransi

Di sisi lain, sejarah dunia juga mencatat berbagai peristiwa kelam yang
dilakukan atas nama agama. Kekerasan seperti Perang Salib, pembantaian
sektarian, hingga tindakan terorisme modern menunjukkan bahwa agama
kerap Kkali dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan menyebarkan
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kebencian terhadap kelompok yang dianggap “lain.” Ketika ajaran agama
dimaknai secara eksklusif dan absolut, ruang dialog menjadi tertutup,
sementara perbedaan dipandang sebagai ancaman, bukan kekayaan
(Juergensmeyer, 2017). Intoleransi keagamaan sering berakar pada
penafsiran literal terhadap teks-teks suci yang mengabaikan konteks historis,
sosial, dan kultural. Tafsir sempit ini melahirkan klaim kebenaran tunggal
(truth claim) yang meniadakan ruang bagi keberagaman pandangan, sebuah
pola yang kerap dijumpai dalam fundamentalisme agama yang memandang
dunia secara biner: hitam-putih, benar-salah, halal-haram (Armstrong,
2011).

Fenomena ini semakin kompleks ketika muncul kelompok-kelompok
radikal seperti ISIS dan Boko Haram yang memanfaatkan narasi agama untuk
merekrut, memobilisasi, bahkan melakukan kekerasan atas nama jihad.
Dalam kenyataannya, mereka tidak memperjuangkan nilai-nilai ilahiah,
melainkan memelintir ajaran agama demi tujuan politik dan kekuasaan (Roy,
2004). Bahkan institusi keagamaan pun tidak lepas dari andil dalam
mempertahankan intoleransi apabila mereka menutup ruang Kkritik,
memonopoli tafsir, dan memarginalkan kelompok-kelompok minoritas
internal, seperti Syiah, Ahmadiyah, atau komunitas Kristen non-mainstream.
Lebih jauh lagi, dalam banyak kasus, negara justru terlibat dalam pembiaran
atau bahkan melegitimasi praktik intoleransi tersebut (An-Naim, 2008).
Semua ini menunjukkan bahwa intoleransi atas nama agama bukanlah
cerminan ajaran agama itu sendiri, melainkan hasil dari interpretasi eksklusif
dan manipulasi kepentingan yang mereduksi esensi nilai-nilai universal
agama.

Kasus penolakan pendirian rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia
(GKI) Yasmin di Bogor merupakan salah satu contoh paling nyata dari
intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia. Meskipun gereja tersebut
telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah sejak tahun
2006, sekelompok warga menolak keberadaan gereja dengan dalih bahwa
pendiriannya dapat mengganggu ketertiban sosial dan harmoni lingkungan.
Penolakan ini didukung oleh keputusan pemerintah daerah yang tidak
berpihak pada jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam
konstitusi Indonesia.
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Upaya mediasi sempat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
mencarijalan keluar, termasuk melalui kesepakatan untuk merelokasi gereja.
Namun, sebagaimana dicatat oleh Ali-Fauzi dan Darningtyas (2023), mediasi
ini tidak mampu menyelesaikan akar masalah secara tuntas dan justru
meninggalkan permasalahan hukum yang berpotensi memicu konflik baru di
masa depan. Mediasi antaragama yang difasilitasi oleh Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) dan didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia juga tidak selalu berhasil memberikan penyelesaian yang adil dan
berkelanjutan, akibat lemahnya komitmen struktural dan ketimpangan
kekuasaan di tingkat lokal.

Kasus GKI Yasmin menggambarkan bahwa intoleransi keagamaan tidak
hanya bersumber dari tafsir agama yang eksklusif, tetapi juga dipertahankan
oleh kepentingan politik lokal danlemahnya perlindungan hak asasi manusia.
Situasi ini memperlihatkan kegagalan institusi mediasi untuk menegakkan
prinsip keadilan substantif, di mana kelompok minoritas tetap menjadi
korban marginalisasi dalam sistem sosial dan politik yang lebih besar.
Dengan demikian, kasus ini menjadi bukti bahwa agama dapat dijadikan
justifikasi untuk diskriminasi ketika tidak disertai dengan komitmen kuat
terhadap supremasi hukum dan penghargaan terhadap pluralisme (Ali-Fauzi
& Darningtyas, 2023).

Kasus penolakan pendirian rumah ibadah Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi merupakan salah satu cerminan nyata
intoleransi beragama dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Meskipun Indonesia secara konstitusional menjamin kebebasan beragama,
dalam praktiknya, umat Kristen seperti jemaat HKBP Filadelfia kerap
menghadapi penolakan atas hak beribadah mereka, baik dari sebagian
masyarakat maupun dari pemerintah daerah. Sejak tahun 2007, jemaat HKBP
dilarang membangun gereja dan bahkan tidak diperbolehkan mengadakan
ibadah di lokasi tersebut, meskipun semua persyaratan hukum telah
dipenuhi (Tampubolon, 2021). Larangan ini mencerminkan kegagalan
pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi dan keadilan sosial.

Penolakan terhadap HKBP Filadelfia tidak terlepas dari adanya bias
legal dan institusional yang dilembagakan melalui peraturan daerah dan
penerapan Undang-Undang Penodaan Agama. Alih-alih melindungi
minoritas, beberapa regulasi justru memperkuat diskriminasi dengan
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memperketat syarat-syarat pendirian rumah ibadah, yang seringkali
dimanfaatkan oleh kelompok mayoritas untuk menolak keberadaan
komunitas agama lain (Fenton, 2016). Situasi ini diperparah oleh faktor-
faktor sosiologis, di mana kawasan urban seperti Bekasi yang memiliki
keberagaman penduduk cenderung lebih rentan terhadap konflik dan
gesekan antaragama (Jamaludin, 2021). Penolakan yang terjadi bukan hanya
berakar pada perbedaan keyakinan, tetapi juga dipicu oleh dinamika sosial,
ketimpangan identitas, serta peran aktor politik yang memanfaatkan isu
agama demi kepentingan elektoral (Situmeang, 2024).

Kasus HKBP Filadelfia merupakan contoh pelanggaran nyata terhadap
hak beragama, di mana umat Kristen dipaksa untukberibadah di pinggir jalan
dalam suasana intimidatif dan tidak aman. Sebagaimana dicatat oleh
Tampubolon (2021), tindakan ini jelas melanggar prinsip-prinsip kebebasan
beragama yang diakui dalam konstitusi maupun dalam hukum internasional.
Sayangnya, berbagai upaya mediasi yang dilakukan, baik oleh pemerintah
maupun oleh forum lintas agama, kerap tidak memberikan hasil yang
memuaskan karena lemahnya komitmen politik dan dominasi persepsi
mayoritas yang intoleran.

Dengan demikian, kasus HKBP Filadelfia memperlihatkan bagaimana
intoleransi keagamaan di Indonesia bukan hanya lahir dari tafsir agama yang
eksklusif, tetapi juga diperkuat oleh kerangka hukum yang bias, dinamika
sosial-politik yang diskriminatif, serta lemahnya penegakan hak asasi
manusia. Situasi ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan, pendidikan
toleransi, dan penguatan komitmen terhadap pluralisme untuk mencegah
berulangnya kasus serupa di masa depan.

Kasus Ahmadiyah di Indonesia menjadi salah satu representasi nyata
dari intoleransi berbasis agama yang berlarut-larut dan sistemik. Komunitas
Ahmadiyah, yang dianggap menyimpang dari arus utama Islam Sunni, telah
mengalami persekusi sejak era reformasi, mulai dari pelarangan aktivitas
keagamaan hingga kekerasan fisik yang mengancam jiwa (Noor,
Syamsiyatun, & Banawiratma, 2013). Puncak ketegangan terjadi setelah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap
Ahmadiyah pada 2005, yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan
Bersama (SKB) tiga menteri pada 2008. Peraturan ini tidak hanya membatasi
kebebasan beribadah Ahmadiyah, tetapi juga membuka ruang legitimasi
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sosial bagi kelompok-kelompok radikal untuk melakukan serangan terhadap
mereka, seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) (Fuller, 2011;
Putra, Holtz, & Rufaedah, 2018).

Intoleransi terhadap Ahmadiyah semakin diperparah oleh ambivalensi
negara yang kerap gagal memberikan perlindungan hukum yang tegas.
Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, dalam
praktiknya aparat negara sering bersikap pasif bahkan turut mendukung
eksklusi sosial terhadap Ahmadiyah (Suryana, 2018). Persekusi ini tidak
semata-mata didorong oleh alasan teologis, tetapi juga oleh konstruksi
identitas nasional yang mengusung “godly nationalism”—sebuah
nasionalisme berbasis keseragaman keyakinan yang menyingkirkan
kelompok heterodoks seperti Ahmadiyah (Menchik, 2014). Akibatnya,
Ahmadiyah diposisikan sebagai “yang lain” yang tidak sesuai dengan model
nasionalisme religius dominan di Indonesia.

Meski mengalami tekanan terus-menerus, komunitas Ahmadiyah di
berbagai daerah, seperti di Malang, tetap menunjukkan ketahanan sosial
melalui berbagai strategi seperti memperkuat dialog lintas agama,
memperjuangkan pengakuan hak sipil, serta berkontribusi dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan (Widiyanto, Setiawan, Rohmat, & Maesur, 2024;
Wulandari & Bawono, 2023). Upaya ini mencerminkan resistensi damai
dalam menghadapi diskriminasi struktural dan menunjukkan bahwa
toleransi harus diwujudkan tidak hanya melalui perlindungan hukum tetapi
juga melalui perubahan sosial dan kultural yang lebih mendalam.

Untuk memahami fenomena intoleransi berbasis agama, penting untuk
menelaah tiga konsep kunci yang saling terkait: interpretasi literal teks suci,
fundamentalisme agama, dan politisasi agama. Pertama, salah satu penyebab
utama munculnya intoleransi beragama adalah kecenderungan untuk
menafsirkan teks-teks suci secara literal tanpa memperhatikan konteks
sosial, historis, dan budaya yang melingkupi kelahirannya. Tafsir literal ini
biasanya menolak pendekatan historis-kritis dan memandang teks agama
sebagai wahyu yang mutlak dan tidak dapat diubah (Balode & Rozners,
2020). Dengan mengabaikan latar belakang sejarah dan dinamika sosial,
interpretasi sempit semacam ini melahirkan sikap eksklusif yang sulit
menerima pluralitas keyakinan dan budaya (Shataraa, 2013).
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Fenomena fundamentalisme agama kerap kali muncul sebagai reaksi
terhadap modernitas, globalisasi, dan ketidakpastian sosial yang
dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan (Wilfred,
2021). Dalam situasi seperti ini, kelompok fundamentalis berusaha
menegakkan pemahaman agama yang rigid dan cenderung menolak segala
bentuk perbedaan. Sikap ini tak jarang diwujudkan dalam aktivisme politik
yang intoleran, bahkan dalam bentuk kekerasan yang dibenarkan atas nama
kesucian ajaran agama. Sebagai contoh, penolakan terhadap komunitas
Ahmadiyah dan gereja-gereja minoritas di Indonesia seringkalilahir dari pola
pikir fundamentalis semacam ini.

Untuk mencegah tafsir yang destruktif, Pizzulo (2007) menegaskan
perlunya pendekatan historis-kritis dalam membaca teks keagamaan.
Pendekatan ini membantu membedakan antara interpretasi yang sah dan
manipulasi ideologis, serta mampu mengungkap “mitos kebenaran” yang
sering kali menjadi tameng bagi kekerasan dan eksklusi. Selain itu, penelitian
psikologis menunjukkan bahwa fundamentalisme berkaitan erat dengan
kekakuan kognitif, faktor kepribadian, lingkungan sosial, dan pendidikan
yang mempengaruhi cara individu memahami dan mengamalkan ajaran
agama (Jakubowska & Oniszczenko, 2010; Yelderman, 2018).

Lebih jauh lagi, proses penerjemahan teks suci ke dalam berbagai
bahasa dan budaya selalu melibatkan adaptasi linguistik dan kultural yang
tidak bisa dilepaskan dari pemahaman lokal (Eryilmaz, 2021; Vorobyev,
Fatkullina, & Saitbattalov, 2023). Namun fundamentalisme justru cenderung
menolak keragaman tafsir ini dan berusaha memaksakan satu versi
kebenaran yang ahistoris. Dalam konteks globalisasi, Wilfred (2021)
mencatat bahwa fundamentalisme berupaya menciptakan keimanan “murni”
yang melepaskan diri dari ruang dan waktu, suatu sikap yang justru
memperbesar jurang intoleransi dan konflik.

Kedua, fenomena fundamentalisme agama memperparah dinamika
intoleransi dengan mendorong sikap eksklusif yang menolak pluralitas.
Fundamentalisme ditandai oleh pandangan yang kaku terhadap ajaran
agama, di mana teks-teks suci dimaknai secara literal dan dianggap sebagai
kebenaran mutlak yang tidak dapat ditawar (Moaddel & Karabenick, 2018).
Pola pikir ini melahirkan dikotomi hitam-putih yang membagi dunia menjadi
“kita” yang benar dan “mereka” yang sesat. Dalam konteks ini, hanya ada satu
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kebenaran absolut, sementara pandangan dan keyakinan lain dianggap
sebagai ancaman terhadap kemurnian agama (Vorster, 2008).

Sikap eksklusif ini tidak hanya menolak keberagaman keyakinan, tetapi
juga sering kali memicu isolasi sosial dan intoleransi terhadap kelompok
yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Brooks (2005), kelompok
fundamentalis cenderung menarik diri dari budaya dominan untuk menjaga
“kemurnian” doktrin mereka, yang pada gilirannya mempersempit ruang
dialog dan memperbesar potensi konflik. Di Indonesia, fundamentalisme
semacam ini tampak nyata dalam perlakuan diskriminatif terhadap
komunitas Ahmadiyah dan Syiah, yang dituduh menyimpang dari “ajaran
yang sah” dan karenanya dipinggirkan bahkan menjadi korban kekerasan.

Lebih jauh, fundamentalisme sering muncul sebagai respons terhadap
modernitas, sekularisasi, dan perubahan sosial yang dipandang mengancam
tatanan moral tradisional (Orekhovskaya et al, 2019). Dalam upaya
mempertahankan identitas keagamaan di tengah arus globalisasi, kelompok-
kelompok ini kerap memobilisasi keyakinan untuk menolak pluralisme dan
bahkan membenarkan tindakan ekstrem (Brekke, 2011). Bahkan,
sebagaimana dicatat Ukah (2011), fundamentalisme tidak hanya menjadi
wacana teologis, tetapi juga berdampak pada tindakan sosial dan politik yang
merusak kohesi masyarakat.

Dalam kerangka ini, penting ditegaskan bahwa fundamentalisme
bukanlah ekspresi asli ajaran agama itu sendiri, melainkan hasil konstruksi
sosial yang berakar pada kecemasan identitas dan ketidakmampuan
menerima keragaman. Oleh sebab itu, mendorong tafsir inklusif yang
berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan membuka ruang dialoglintas iman
merupakan langkah strategis untuk menanggulangi eksklusivitas dan
intoleransi yang lahir dari fundamentalisme agama.

Ketiga, politisasi agama merupakan faktor krusial yang memperumit
dinamika intoleransi dalam masyarakat modern. Ketika agama digunakan
sebagai alat politik, nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya menjadi
fondasi perdamaian justru tereduksi menjadi simbol dan slogan demi meraih
dukungan kekuasaan. Brewer (2021) menegaskan bahwa keterikatan agama
dengan politik cenderung memperbesar konflik dan mempersempit ruang
bagi resolusi damai. Dalam konteks inij, elite politik kerap memanipulasi
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sentimen keagamaan untuk memobilisasi massa, memperkuat identitas
eksklusif, dan meraih legitimasi, yang pada akhirnya memicu polarisasi sosial
(Campbell, 2020).

Fenomena ini terlihat jelas dalam banyak kasus di Indonesia, salah
satunya Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana sentimen agama secara sistematis
dimanfaatkan untuk menggalang dukungan elektoral, menciptakan
ketegangan sosial, dan memperdalam jurang perbedaan identitas (George,
2016). Proses politisasi ini memperlihatkan bahwa agama, yang seharusnya
bersifat transenden dan universal, diseret ke dalam arena politik identitas
yang sempit dan penuh kepentingan pragmatis (Foret, 2023). Di sini agama
direduksi menjadi alat “cultural defense” yang bukan hanya melanggengkan
eksklusi terhadap kelompok minoritas, tetapi juga memicu resistensi
terhadap modernisasi dan sekularisasi (Halikiopoulou, 2017).

Lebih jauh, politisasi agama bukan sekadar strategi politik domestik,
melainkan juga dapat memicu ekstremisme dan kekerasan ketika agama
dijadikan legitimasi untuk tindakan radikal (Mkrtumova, Dosanova,
Karabulatova, & Nifontov, 2016). Kondisi ini memperparah fragmentasi
sosial dan menurunkan otoritas moral pemimpin agama, sebagaimana
dicatat oleh Williamson et al. (2023), di mana pemuka agama yang terjebak
dalam politik cenderung kehilangan kepercayaan komunitasnya. Ironisnya,
dalam masyarakat yang semakin plural, politisasi agama justru menciptakan
ketegangan baru yang menghambat kohesi sosial dan memperbesar
ketidakpercayaan antar kelompok (Asad, 2011).

Untuk mencegah agar agama tidak terus-menerus dimanfaatkan secara
destruktif, diperlukan penguatan ide-ide keagamaan yang mendorong
pluralisme dan cinta kasih universal (Hiemstra, 2015; Hoffmann, Basedau,
Gobien, & Prediger, 2020). Selain itu, memperluas dialog antarumat
beragama dan menerapkan etika publik yang inklusif dapat menjadi strategi
kunci untuk menanggulangi politisasi agama yang merusak dan mendorong
terciptanya masyarakat yang lebih damai dan toleran (Kortner, 2023).

Pada dasarnya, ajaran agama tidak pernah secara inheren mendorong
kekerasan atau intoleransi. Namun, tafsir atas ajaran agama dapat melenceng
ketika dimanfaatkan untuk melayani kepentingan politik, ekonomi, dan
kekuasaan. Tafsir agama yang eksklusif dan literal lahir bukan dalam ruang
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hampa, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh
ketegangan identitas, dinamika politik, serta persaingan sumber daya
(Juergensmeyer, 2005). Ketika suatu kelompok merasa terancam atau ingin
memperkuat posisi hegemoniknya, narasi agama kerap kali dibingkai untuk
memperkuat solidaritas internal melalui penciptaan musuh bersama, yang
dalam banyak kasus adalah kelompok minoritas atau pihak yang dianggap
“lain.”

Proses ini dapat dilihat melalui lensa teori identity politics, di mana
agama bukan sekadar keyakinan spiritual, tetapi juga identitas kolektif yang
dapat dimobilisasi untuk memperkuat klaim politik (Esposito, 2002). Dalam
masyarakat yang plural dan penuh kompetisi, seperti Indonesia, mayoritas
keagamaan sering kali membingkai dirinya sebagai penjaga “kemurnian”
atau “keaslian” moral bangsa. Simbol-simbol agama lalu digunakan untuk
menjustifikasi eksklusi sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap
kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, atau komunitas gereja
tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep ingroup-outgroup dalam psikologi
sosial, di mana perbedaan keyakinan dimanfaatkan untuk menciptakan batas
identitas yang tegas, yang ujungnya memperkuat posisi mayoritas dan
memarjinalkan minoritas.

Selain itu, tafsir eksklusif sering kali diperkuat oleh elite politik dan
keagamaan yang berkepentingan dalam menjaga atau memperluas basis
kekuasaan mereka. Seperti diungkap oleh Campbell (2020), politisasi agama
menciptakan distorsi nilai yang pada akhirnya menjadikan agama sebagai
instrumen kekuasaan, bukan lagi pedoman moral universal. Hal ini
menjelaskan mengapa intoleransi agama cenderung meningkat dalam
periode-periode Kkontestasi politik seperti pemilu, di mana sentimen
keagamaan dimobilisasi secara sengaja untuk mendulang dukungan.

Dalam kerangka ini, kekerasan dan intoleransi berbasis agama tidak
bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teologis, tetapi juga sebagai
gejala dari struktur sosial-politik yang timpang, persaingan ekonomi, dan
manipulasi simbolik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu,
upaya untuk membangun toleransi beragama harus mencakup pembacaan
ulang ajaran agama dalam kerangka kontekstual, serta reformasi
institusional yang mencegah agama dijadikan alat politik praktis.
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Meskipun berbagai konflik keagamaan tampak seolah-olah berakar
pada ajaran agama itu sendiri, sesungguhnya agama bukanlah sumber
kekerasan. Kekerasan dan intoleransi muncul dari cara agama dipahami,
ditafsirkan, dan terutama ketika ajaran agama dipolitisasi untuk kepentingan
kekuasaan. Dalam kerangka teori konflik sosial (Coser, 1956), konflik
bukanlah sekadar akibat perbedaan keyakinan, melainkan refleksi dari
ketimpangan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan dominasi sosial. Elite
politik sering kali memainkan peran sentral dalam memperburuk
ketegangan antar kelompok dengan memanfaatkan identitas agama untuk
memperkuat legitimasi politik mereka, seperti yang terlihat dalam berbagai
kasus intoleransi di Indonesia. Karena itu, interpretasi agama yang eksklusif
dan literal menjadi alat yang ampuh dalam memproduksi narasi “kami vs.
mereka,” yang membenarkan diskriminasi, eksklusi, bahkan kekerasan
terhadap kelompok minoritas.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi

Munculnya sikap toleran maupun intoleran dalam kehidupan beragama
tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari
proses sosial yang kompleks. Setiap ekspresi keagamaan selalu dipengaruhi
oleh setidaknya dua faktor utama: faktor internal yang bersumber dari
ajaran, tafsir, dan kepemimpinan keagamaan, serta faktor eksternal yang
berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi
komunikasi. Dalam kerangka teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1979), realitas sosial—termasuk
realitas keagamaan—tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibangun
melalui interaksi sosial, proses institusionalisasi, dan internalisasi nilai oleh
individu dan kelompok. Oleh karena itu, perilaku toleran atau intoleran
bukan semata-mata cerminan “ajaran murni” agama, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh bagaimana ajaran tersebut dipahami, dimaknai, dan
dikontekstualisasikan dalam realitas sosial yang terus berubah. Interaksi
yang dinamis antara faktor internal dan eksternal inilah yang pada akhirnya
membentuk konfigurasi sikap umat beragama terhadap keragaman dan
perbedaan.

Dalam memahami dinamika toleransi dan intoleransi dalam
masyarakat beragama, penting untuk menyadari bahwa keduanya tidak
semata-mata lahir dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari cara agama
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dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh para pemeluknya. Di sinilah
faktor internal berperan besar dalam membentuk sikap umat beragama
terhadap perbedaan. Faktor internal merujuk pada dimensi-dimensi yang
bersumber dari dalam tradisi agama itu sendiri, seperti ajaran teologi,
pendekatan tafsir terhadap teks-teks suci, dan kepemimpinan keagamaan
yang mengarahkan pemahaman serta perilaku umat. Masing-masing elemen
ini memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang memperkuat toleransi,
namun juga dapat menjadi pemicu intoleransi jika didekati secara sempit dan
eksklusif. Oleh karena itu, memahami faktor internal menjadi langkah
penting dalam membangun kerukunan sosial berbasis pemahaman agama
yang sehat dan inklusif.

Pada tataran teologi, setiap agama besar sesungguhnya memiliki
ajaran-ajaran yang menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang,
penghormatan terhadap sesama, dan kedamaian. Dalam Islam, konsep
rahmatan lil ‘alamin (QS. Al-Anbiya: 107) menjadi prinsip dasar bahwa Islam
adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi pemeluknya sendiri.
Sejarah Islam menunjukkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin,
komunitas non-Muslim dilindungi dan diberikan kebebasan menjalankan
keyakinan mereka (Othman, 2023). Demikian pula dalam tradisi Kristen, nilai
agape atau kasih tanpa syarat menjadi inti ajaran Yesus, yang mengajarkan
bahwa penghormatan terhadap martabat setiap manusia adalah fondasi
iman (Zalec, 2018). Sementara itu, ajaran ahimsa dalam Hindu dan Buddha,
yang berarti non-kekerasan, memerintahkan umatnya untuk menghormati
kehidupan dalam segala bentuknya dan menolak segala tindakan yang
merusak atau menyakiti makhluk lain (Awang, Ramli, & Rahman, 2021).

Perbedaan muncul ketika ajaran-ajaran ini ditafsirkan secara literal
tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historisnya. Tafsir tekstual
cenderung melahirkan pemahaman eksklusif dan absolut yang dapat
menumbuhkan sikap intoleran terhadap penganut keyakinan lain (Craig,
2016). Sebaliknya, pendekatan kontekstual yang berangkat dari semangat
kemanusiaan dan kasih dapat memperluas cakrawala keberagaman dan
mendorong dialog lintas agama (Barth, 2014). Di sinilah peran penting
pemimpin agama, seperti ulama, pendeta, dan biksu, dalam menafsirkan
ajaran dan membentuk opini umat menjadi krusial. Kepemimpinan agama
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yang progresif dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi dan menahan laju
eksklusivisme yang merusak harmoni sosial (Zalec & Pavlikova, 2019).

Aspek penting lain dari faktor internal yang memengaruhi sikap
toleransi atau intoleransi beragama adalah cara umat memahami dan
menafsirkan teks-teks suci. Dua pendekatan utama yang sering dikemukakan
dalam studi keagamaan adalah tafsir literal (tekstual) dan tafsir kontekstual.
Tafsir literal berupaya memahami makna teks secara harfiah dan apa adanya,
tanpa mempertimbangkan konteks sosial, historis, maupun budaya saat teks
tersebut diturunkan. Pendekatan ini, meskipun tampak sederhana, sering
kali bermasalah, terutama ketika berhadapan dengan teks-teks kuno yang
konteks aslinya telah hilang atau berubah (Ramirez-Ludefia, 2023). Tafsir
literal cenderung melahirkan klaim kebenaran absolut yang berpotensi
memicu sikap eksklusif dan intoleran.

Sebaliknya, tafsir kontekstual memandang bahwa teks suci tidak dapat
dipisahkan dari realitas sosial, politik, dan budaya di mana ia lahir dan
berkembang. Pendekatan ini menekankan pentingnya membaca teks dalam
terang konteks historis, situasi sosial, bahkan pengalaman personal yang
membentuk pemaknaannya (Borkowski, 2019; Stepanova, 2017). Misalnya,
tokoh-tokoh seperti Thomas Jefferson dan Leo Tolstoy menafsirkan Injil
secara pribadi untuk menekankan nilai-nilai moral universal, berbeda
dengan tafsir institusional yang kaku (Stepanova, 2017). Demikian pula,
dalam tradisi Islam, pendekatan kontekstual dapat membuka ruang bagi
pemahaman yang lebih toleran terhadap pluralitas dan dinamika masyarakat
modern.

Perbedaan tafsir ini juga terlihat dalam sejarah agama-agama besar, di
mana pendekatan alegoris telah digunakan untuk mempertahankan
relevansi teks suci ketika berhadapan dengan kritik atau perbedaan
pandangan (Kahlos, 2012). Sementara itu, dalam konteks Katolik Roma, tafsir
sering diperebutkan antara pendekatan intelektual rasional dan pengalaman
mistis, yang mencerminkan ketegangan antara kekuasaan institusional dan
spiritualitas personal (Ponzo, 2024). Oleh karena itu, cara sebuah komunitas
beragama menafsirkan teksnya sangat menentukan apakah agama tersebut
menjadi kekuatan yang mendorong toleransi atau justru memperkuat
intoleransi.
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Elemen penting ketiga dari faktor internal yang mempengaruhi
toleransi dan intoleransi beragama adalah peran kepemimpinan agama.
Ulama, pendeta, biksu, dan tokoh keagamaan lainnya memiliki posisi
strategis dalam membentuk opini dan sikap umat terhadap perbedaan
keyakinan. Kepemimpinan agama tidak hanya berkaitan dengan
penyampaian ajaran teologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai
mediator dan agen perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk (Sandal,
2022; Sisk, 2011). Dalam situasi konflik, tokoh agama yang berkomitmen
pada nilai-nilai perdamaian dapat memainkan peran vital dalam
mendinginkan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi, sebagaimana terlihat
dalam berbagai konteks seperti Irlandia Utara, Bosnia, maupun Indonesia.

Selain itu, pemimpin agama juga berperan penting dalam
mempromosikan dialog lintas iman yang membuka ruang bagi
kesalingpahaman dan menghancurkan stereotip antar komunitas. Inisiatif
seperti Nigeria Inter-Religious Council (NIREC) menunjukkan bagaimana
keterlibatan tokoh agama dalam dialog dan pembangunan perdamaian
mampu mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan harmoni (Williams,
2023). Di Indonesia, pendekatan serupa diadopsi melalui forum-forum
keagamaan lokal yang mengedepankan kearifan lokal dan moderasi
beragama (Pajarianto, Pribadi, & Sari, 2022).

Dimensi edukatif yang melekat pada peran kepemimpinan agama
sesungguhnya merupakan elemen yang tak terpisahkan dari upaya
membangun budaya toleransi yang berakar kuat dalam masyarakat
pluralistik. Melalui berbagai strategi pendidikan yang menekankan
pemahaman lintas keyakinan, para pemuka agama memiliki kapasitas untuk
mentransformasi wacana eksklusif menjadi ruang dialog yang konstruktif.
Salah satu contoh yang menonjol adalah program World Religions Course
yang diimplementasikan di Modesto, California, di mana pembelajaran
mengenai keragaman agama telah terbukti mampu menggeser paradigma
pelajar menuju sikap yang lebih inklusif dan saling menghargai (Lester &
Roberts, 2011). Model semacam ini menegaskan pentingnya literasi
keagamaan sebagai prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang kohesif.

Fenomena serupa juga tampak dalam konteks Pakistan melalui inisiatif
Cross-Cultural Religious Literacy (CCRL), yang secara aktif membangun
jembatan pemahaman antar kelompok agama dalam rangka melawan
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gelombang radikalisme dan intoleransi berbasis keyakinan (Khan, 2024).
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman lintas budaya keagamaan
tak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam
menghadapi eskalasi ekstremisme yang kian mengglobal.

Lebih jauh, para tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh
spiritual, tetapi juga sebagai agen advokasi sosial dan politik yang
memperjuangkan nilai-nilai pluralisme serta keadilan substantif, baik di level
lokal maupun internasional (Mbote et al, 2022). Komitmen ini kian
menemukan urgensinya dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, di
mana para pemimpin agama berperan signifikan dalam mendiseminasikan
pesan-pesan kesehatan publik, meredam ketegangan sosial, serta
menghindarkan masyarakat dari politisasi isu kesehatan yang berpotensi
merusak solidaritas komunal (Kangamina et al., 2022; Sobers, Greaves,
Quimby, & Harewood, 2023). Dengan demikian, pemuka agama tidak hanya
menjadi penjaga moralitas spiritual, tetapi juga katalisator perubahan sosial
yang visioner dan transformatif.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Sebagian pemimpin agama
menghadapi dilema antara mempertahankan ortodoksi doktrinal dan
mendorong keterbukaan terhadap keberagaman. Penelitian menunjukkan
bahwa pelatihan khusus mampu meningkatkan intellectual humility dan
cognitive flexibility di kalangan pemuka agama sehingga mereka lebih terbuka
pada perbedaan dan mengurangi sikap agresif (Lubis & Sianipar, 2022).
Dengan demikian, masa depan toleransi sangat bergantung pada sejauh mana
para pemimpin agama mampu membaca realitas sosial secara kontekstual
dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas politik identitas.

Contoh konkret dari bagaimana tafsir dan kepemimpinan agama
membentuk sikap umat dapat dilihat pada dua organisasi Islam terbesar di
Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Secara teologis
dan ideologis, kedua organisasi ini sama-sama mendukung prinsip Islam
Wasathiyah atau moderasi beragama yang menolak ekstremisme dan
kekerasan. Muhammadiyah dengan pendekatan purifikasi ajaran dan
penekanan pada rasionalitas, serta NU dengan pendekatan tradisional
berbasis pesantren dan nilai kearifan lokal, keduanya mendukung kerukunan
umat beragama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
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Namun demikian, pada tingkat akar rumput, variasi tafsir yang muncul
di kalangan anggota dan simpatisan dapat memunculkan keragaman sikap
yang tidak selalu sejalan dengan pandangan moderat elite organisasi. Di
beberapa daerah, interpretasi keagamaan yang cenderung literal dan
konservatif masih bisa ditemukan, yang kadang memicu resistensi terhadap
pluralitas atau bahkan menumbuhkan sikap intoleran. Hal ini
memperlihatkan bahwa keberhasilan ide moderasi sangat ditentukan oleh
efektivitas transfer nilai dari tingkat elite ke level komunitas bawah.

Sosok seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi contoh
cemerlang dari pemimpin agama progresif yang mampu memanfaatkan
otoritas keagamaannya untuk memperjuangkan toleransi dan hak-hak
kelompok minoritas. Melalui visi pribumisasi Islam, Gus Dur mengajak umat
Islam untuk merekonsiliasi identitas keagamaan dengan realitas kebangsaan
yang plural. Ia juga secara tegas menentang diskriminasi terhadap kelompok-
kelompok marjinal seperti Ahmadiyah, Syiah, dan komunitas Tionghoa. Di
bawah kepemimpinannya, NU bukan hanya menjadi pelopor dialog
antaragama, tetapi juga benteng bagi prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Sebaliknya, ketika tafsir keagamaan dikonstruksi secara rigid dan
absolut—seperti dalam kelompok-kelompok Islam konservatif dan
fundamentalis—agama justru bisa menjadi alat eksklusivisme yang
membatasi ruang perjumpaan antarkelompok. Tafsir sempit terhadap
konsep amar ma'ruf nahi munkar atau jihad, misalnya, kerap dimanfaatkan
oleh aktor politik atau kelompok radikal untuk memobilisasi dukungan
berbasis sentimen keagamaan. Fenomena ini sejalan dengan analisis Esposito
(2002) tentang bagaimana politisasi agama dan fundamentalisme tumbuh
subur ketika agama dipahami secara hitam-putih dan kehilangan dimensi
humanistiknya.

Namun, faktor internal saja tidak cukup untuk menjelaskan sepenuhnya
dinamika toleransi dan intoleransi dalam masyarakat beragama. Sikap dan
perilaku keagamaan umat juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor
eksternal yang melingkupinya. Kondisi politik, ekonomi, media, dan bahkan
perkembangan teknologi digital memainkan peran krusial dalam
membentuk cara orang memaknai ajaran agama dan merespons perbedaan.
Dalam perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger (1979), realitas sosial
termasuk realitas keagamaan selalu dibentuk, dipertahankan, dan diubah
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melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu,
penting untuk memahami bahwa agama tidak berdiri dalam ruang hampa,
melainkan selalu berinteraksi secara dinamis dengan konteks eksternal yang
dapat memperkuat atau justru merusak nilai-nilai toleransi.

Di ranah politik, agama kerap kali menjadi instrumen strategis yang
dimobilisasi untuk memperoleh kekuasaan dan memperkuat identitas
kelompok. Politisasi agama—yakni penggunaan simbol, narasi, dan identitas
keagamaan dalam kompetisi politik—tidak hanya menciptakan segregasi
sosial, tetapi juga memperbesar potensi konflik dan intoleransi. Sebagaimana
diungkapkan oleh Grzymala-Busse (2012), agama memainkan peran sentral
dalam membentuk perilaku politik dan kebijakan publik karena ia
menyediakan kerangka moral dan identitas yang kuat bagi pemeluknya.
Dalam konteks ini, identitas keagamaan sering dijadikan alat untuk
memobilisasi dukungan politik dan mengkonsolidasikan kekuasaan,
sebagaimana terlihat dalam berbagai pemilihan umum di banyak negara,
termasuk Indonesia.

Contoh nyata politisasi agama di Indonesia dapat dilihat dalam Pilkada
DKI Jakarta 2017, ketika isu keagamaan dieksploitasi untuk mempengaruhi
preferensi pemilih dan menciptakan polarisasi tajam di tengah masyarakat.
Azis et al. (2023) menunjukkan bahwa polarisasi identitas berbasis agama
berkontribusi terhadap menguatnya konflik dan segregasi sosial, terutama
ketika dikombinasikan dengan narasi etno-nasionalis. Politisasi agama juga
tampak di negara lain, seperti Turki, di mana pemerintah memanfaatkan
institusi keagamaan seperti khutbah Jumat untuk memperkuat identitas
religius-nasional dan memperluas legitimasi politik (Ongur, 2020).

Lebih jauh lagi, Vincent (2022) menggambarkan bagaimana politik
identitas berbasis agama dan etnis di India, khususnya di West Bengal,
memperlihatkan pola serupa: politisi memanfaatkan sentimen agama untuk
memperkuat posisi politiknya. Di sisi lain, studi Calfano (2021) menegaskan
bahwa komunikasi keagamaan melalui media memainkan peran penting
dalam membentuk opini publik dan memperkuat polarisasi. Hal ini
memperlihatkan bahwa narasi keagamaan tidak hanya memengaruhi
perilaku politik di tingkat elit, tetapi juga meresap hingga ke akar rumput
melalui media dan komunikasi publik.
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Pada dasarnya, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian
justru bisa berubah menjadi sumber ketegangan ketika dijadikan alat politik.
Identitas keagamaan yang dipolitisasi menciptakan dikotomi “kami vs
mereka” yang membahayakan kohesi sosial dan mempersempit ruang
toleransi. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Pace (2013), perlunya
refleksi kritis terhadap hubungan antara agama, identitas, dan kekuasaan
menjadi krusial untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik berbasis agama.

Selain faktor politik, dimensi ekonomi juga memegang peran penting
dalam memicu maupun meredam potensi konflik berbasis agama.
Ketimpangan sosial-ekonomi menciptakan kondisi yang rentan terhadap
munculnya rasa ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan pada akhirnya—
konflik horizontal. Dalam masyarakat yang plural dan multietnis seperti
Indonesia, ketimpangan ekonomi antar kelompok sosial atau etnis, yang oleh
Han et al. (2014) disebut sebagai horizontal inequality, menjadi salah satu
penyebab utama mobilisasi politik berbasis identitas. Ketika sekelompok
masyarakat merasa terpinggirkan secara ekonomi, mereka cenderung lebih
mudah dimobilisasi untuk menuntut perubahan, bahkan dengan cara-cara
yang ekstrem.

Hillesund dan @stby (Hillesund & @stby, 2020) menegaskan bahwa
ketimpangan yang bersifat identitas, baik berbasis etnis maupun agama,
meningkatkan risiko kekerasan politik dan sosial. Situasi ini diperparah oleh
fenomena relative deprivation, yakni ketika persepsi ketertinggalan ekonomi
mendorong rasa frustasi kolektif. Ketimpangan yang tajam tidak hanya
melemahkan kohesi sosial tetapi juga memperbesar polarisasi dan
fragmentasi masyarakat (Chakravarty, 2015; Goubin, 2018). Ketika sumber
daya, kesempatan, dan akses terhadap layanan publik terdistribusi secara
tidak adil, masyarakat cenderung menarik diri dari keterlibatan sosial dan
menguatkan solidaritas primordial berbasis agama atau etnis.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi di berbagai daerah
berpotensi memperbesar konflik, terutama ketika isu-isu identitas dan
agama dipolitisasi dalam situasi sosial yang tertekan. Houle et al. (2022)
menemukan bahwa ketimpangan antara kelompok identitas menjadi salah
satu pemicu utama kerusuhan sosial di berbagai belahan dunia. Hal serupa
terlihat di Peru, di mana eksklusi sosial dan disparitas ekonomi memicu
konflik yang berkepanjangan (Lauracio Ticona et al., 2024). Ketidakadilan
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dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan
perumahan di kawasan kumuh juga menjadi faktor yang memperburuk
ketegangan sosial (Abdulhadi, Bailey, & Van Noorloos, 2024).

Oleh sebab itu, penyelesaian konflik dan penguatan toleransi tak cukup
hanya melalui pendekatan kultural atau teologis, melainkan harus diimbangi
dengan upaya sistematis untuk mengurangi ketimpangan dan memperluas
akses ekonomi. Gagasan Galtung tentang positive peace sangat relevan di sini:
perdamaian sejati hanya dapat dicapai ketika akar struktural ketidakadilan
sosial-ekonomi diatasi.

Perkembangan media sosial dalam dua dekade terakhir telah
membawa perubahan besar dalam dinamika konflik berbasis agama. Media
sosial berfungsi sebagai ruang publik baru yang mempercepat penyebaran
informasi sekaligus memperbesar potensi polarisasi dan konflik. Zeitzoff
(2017) menyoroti bagaimana media sosial menurunkan biaya komunikasi,
meningkatkan kecepatan penyebaran pesan, dan memperbesar eskalasi
konflik dalam waktu singkat. Tidak hanya sebagai saluran informasi, media
sosial juga menjadi arena contentious politics, di mana elite politik, pemimpin
agama, hingga kelompok ekstremis memobilisasi dukungan dengan
memainkan isu-isu keagamaan yang sensitif (Hjarvard & Lundby, 2018).

Dalam konteks Indonesia, penelitian Faizin et al. (2024) menunjukkan
bahwa selama periode pemilu, media sosial seperti Twitter digunakan secara
masif untuk memperkuat narasi intoleransi dan radikalisme, yang berujung
pada konflik horizontal di tingkat akar rumput. Fenomena serupa terjadi di
Turki dan Israel, di mana framing media memperkuat dikotomi relijius-
sekular, sehingga memperdalam fragmentasi sosial (Evans & Kaynak, 2015).
Tidak jarang, konflik yang bermula di ruang virtual bertransformasi menjadi
aksi nyata di dunia offline, sebagaimana diuraikan oleh Pimay dan Riyadi
(2023) dalam studi tentang transisi konflik keagamaan dari dunia maya ke
realitas.

Namun demikian, media sosial tidak selalu memperburuk situasi. Studi
di Myanmar menunjukkan bahwa penggunaan media sosial seperti Facebook
justru dapat meningkatkan toleransi antar agama dan etnis (Samet, Arriola,
& Matanock, 2024). Media sosial juga membuka peluang bagi pemuka agama
dan masyarakat sipil untuk mempromosikan narasi perdamaian dan
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keberagaman. Marei (2024) mencatat bahwa para pengguna media sosial
mampu mempengaruhi pemaknaan keberagamaan dan mendorong
pembentukan identitas religius yang lebih cair dan reflektif.

Di sisi lain, dinamika media sosial juga menghadirkan tantangan etis.
Maraknya prosumerism (gabungan antara produksi dan konsumsi konten
oleh individu) menyebabkan komersialisasi agama dan meningkatnya
individualisme, yang dapat menggerus otoritas tradisional agama (Mathew &
Tholath, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa peran media sosial dalam isu
toleransi keagamaan sangat ambivalen: di satu sisi berpotensi menjadi
jembatan pemahaman, di sisi lain menjadi alat provokasi yang memicu
konflik. Oleh karena itu, White (2018) menekankan pentingnya strategi
pencegahan konflik berbasis media yang melibatkan aktor lintas agama dan
pemangku kebijakan secara proaktif.

Faktor-faktor eksternal seperti ketimpangan ekonomi dan peran media
sosial tidak hanya memicu intoleransi beragama secara sporadis, tetapi
memperkuatnya secara sistemik. Di berbagai wilayah Indonesia, seperti Poso
dan Ambon, konflik sosial keagamaan sering kali dipicu oleh kecemburuan
ekonomi yang terakumulasi akibat ketimpangan distribusi sumber daya dan
akses ekonomi. Ketika satu kelompok merasa termarginalkan secara
ekonomi dan politik, perasaan ketidakadilan tersebut mudah dimanipulasi
oleh aktor-aktor politik atau radikal yang mengangkat identitas keagamaan
sebagai simbol perlawanan. Inilah yang oleh Galtung (1996) disebut sebagai
“negative peace”—ketika kekerasan fisik memang berhenti, namun
ketimpangan struktural tetap menjadi bara dalam sekam.

Lebih jauh, penyebaran ujaran kebencian di media sosial memperburuk
ketegangan yang sudah ada. Misalnya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, media
sosial dipenuhi narasi keagamaan yang memecah belah, membentuk
polarisasi tajam antar kelompok, hingga memicu demonstrasi besar-besaran.
Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar platform netral,
tetapi medan pertempuran naratif yang memperkuat identitas eksklusif
sekaligus memperlemah jembatan antar kelompok. Menurut Galtung (199),
tanpa upaya menciptakan positive peace—yakni keadilan sosial, ekonomi,
dan budaya—intoleransi akan terus berulang dalam berbagai bentuk, bahkan
jika kekerasan fisik dapat ditekan.
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Pada akhirnya, toleransi dan intoleransi dalam kehidupan beragama
bukanlah produk tunggal dari ajaran teologis ataupun struktur sosial semata,
melainkan merupakan hasil interaksi dinamis dan kompleks antara
keduanya. Faktor internal seperti tafsir ajaran agama, kepemimpinan
spiritual, serta penekanan pada nilai-nilai universal seperti rahmatan lil
‘alamin, agape, dan ahimsa, akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal
seperti situasi politik, ketimpangan ekonomi, dan dinamika media sosial.
Ketika tafsir agama bersifat rigid dan eksklusif, serta diperparah oleh
ketidakadilan sosial-ekonomi dan politisasi identitas, potensi lahirnya
intoleransi semakin besar. Johan Galtung (199¢) telah menegaskan bahwa
perdamaian sejati (positive peace) tidak cukup hanya ditandai dengan
ketiadaan kekerasan (negative peace), melainkan juga harus disertai dengan
keadilan struktural yang melindungi hak-hak semua kelompok, termasuk
minoritas.

Jika ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial dibiarkan tanpa
perbaikan, dan narasi-narasi agama terus dipelintir untuk kepentingan
politik atau mobilisasi identitas, maka ruang bagi intoleransi akan selalu
tersedia. Fenomena seperti penyebaran ujaran kebencian di media sosial,
kriminalisasi minoritas agama, hingga pembiaran kekerasan berbasis
identitas, memperlihatkan bagaimana interaksi faktor internal dan eksternal
menciptakan ketegangan yang berpotensi merusak kohesi sosial. Oleh karena
itu, langkah-langkah sistematis perlu dilakukan: pertama, mendorong
interpretasi agama yang kontekstual, moderat, dan humanistik; kedua,
memperkuat peran negara sebagai pelindung konstitusi dan penegak hukum
yang adil; dan ketiga, memperluas pendidikan toleransi lintas agama dan
budaya sejak dini. Hanya dengan cara inilah, masyarakat yang damai, adil,
dan inklusif dapat terwujud.

Penutup

Dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial Indonesia yang plural,
essay ini menegaskan bahwa agama memiliki dua wajah yang saling bertolak
belakang: di satu sisi, ia berpotensi menjadi sumber toleransi, kedamaian,
dan kohesi sosial, namun di sisi lain, dapat pula dijadikan justifikasi bagi
tindakan intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan. Argumen utama yang
dibangun menunjukkan bahwa kedua wajah ini bukan merupakan kodrat
ajaran agama itu sendiri, melainkan produk dari cara agama dipahami,
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ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang
dinamis.

Pembahasan telah memperlihatkan bahwa faktor internal, seperti
ajaran teologis, cara penafsiran teks suci, dan peran kepemimpinan agama,
sangat mempengaruhi sikap keberagamaan masyarakat. Namun demikian,
faktor eksternal seperti politisasi agama, ketimpangan ekonomi, dan
pengaruh media sosial juga memainkan peran krusial dalam memperbesar
atau meredam intoleransi. Interaksi antara faktor internal dan eksternal
inilah yang menentukan wajah agama di ruang publik.

Signifikansi temuan ini terletak pada penegasan bahwa membangun
toleransi beragama tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan teologis
semata. Upaya tersebut harus diiringi dengan reformasi sosial-politik,
penguatan keadilan struktural, serta pemanfaatan media dan pendidikan
sebagai alat untuk membangun kesadaran lintas identitas. Teori Johan
Galtung tentang positive peace mengingatkan kita bahwa ketiadaan
kekerasan saja tidak cukup; perdamaian sejati membutuhkan keadilan sosial
yang mencakup hak dan martabat semua kelompok dalam masyarakat.

Namun, essay ini juga menyadari keterbatasannya. Masih banyak faktor
yang mempengaruhi dinamika toleransi dan intoleransi, seperti peran
globalisasi, arus migrasi, perkembangan artificial intelligence dalam
penyebaran disinformasi, hingga dinamika identitas gender dan seksual
dalam masyarakat beragama—yang belum terbahas dalam tulisan ini. Ini
membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut yang lebih transdisipliner dan
kontekstual.

Dalam kerangka yang lebih luas, isu toleransi beragama tidak hanya
relevan bagi studi agama, tetapi juga bagi studi perdamaian, hubungan
internasional, politik identitas, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam
dunia yang semakin terhubung namun juga terpolarisasi, memahami dan
mengelola keragaman agama bukan sekadar kebutuhan lokal, tetapi menjadi
prasyarat bagi stabilitas sosial dan perdamaian global. Dengan demikian,
upaya memperkuat toleransi harus menjadi agenda bersama, melibatkan
seluruh elemen masyarakat lintas agama, etnis, dan ideologi, untuk
membangun masa depan yang damai, adil, dan inklusif bagi semua.
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